
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUsUS
mUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR .35 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENATAAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI
·DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan pemeriksaan interim BPK-RI.
terhadap laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta khususnya aset tetap terkait dengan

. restrukturisasi organisasi sesua! Peraturan Daerah Nomor10
Tahun .2008 tentang Organlsasi Perangkat Daerah. dlper1ukan
laporan posisi aset per 31 Desember 2009;

b. bahwa untuk terwujudnya laporan poslsl aset sebagaimana
tersebut pada huruf a. terlebih dahulu perlu dilakukan penataan
aset milik Pemerintah Provlnsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta
oleh Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
.hurut a dan hurut b. perlu mengeluarkan Instruksi Gubemur
tentang Pelaksanaan Penataan AsElt Milik Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;·

1. Undang-Uridang Nomor 1 Tahun,2004 tentang Perbendaharaan
Negara; .•

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang P~merintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; .

3. Undang-Undang Nomor 29 fahun 2007 tentangPemerintahan
Provinsi. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuah Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah NomoI 108Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; .

6. Peraturan Pemerintah NomoI 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaraJDaerah sebagaimana telah diubah dengan
PeraturanPemerinttih NomoI 38 Tahun 2008;






